
            
            
                        
     

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO 

NOMOR    4   TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 
7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah dan pelayanan kepada masyarakat 
diperlukan organisasi perangkat daerah yang bekerja 

secara efektif, efisien, dan sesuai dengan 
karakteristik, potensi serta kebutuhan daerah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan 

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas 
Perlindungan Masyarakat merupakan bagian dari 

fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat yang berada pada Satuan 

Polisi Pamong Praja; 

c.  bahwa sejalan dengan maksud dalam huruf b, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bungo perlu 
ditinjau dan disesuaikan dengan Peraturan 
Perundang-undangan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Bungo Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, 
Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang ………. 2 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana telah diubah  dengan Undang – Undang 

Nomor  7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian  (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun 1974   Nomor  55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041)  sebagaimana   telah  diubah  dengan 

Undang-Undang Nomor  43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang……..3 
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6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

                                                                                        
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

14. Peraturan……4 
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14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi  Kewenangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 
2008 Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 7); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 

dan 

BUPATI BUNGO 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 7 
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN 
BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 

7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 7) diubah 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi: 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi 

2. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bungo. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bungo. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. 

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, dan 
Politik adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan 

Bangsa, dan Politik Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat 
BPBD-KESBANGPOL. 

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan 
Bangsa, dan Politik adalah Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten 

Bungo. 

9. Bencana......5 
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9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau 
faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda dan dampak psikologi. 

10. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian 
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 
tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB 

adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan 
sebagian tugas Badan. 

12. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang 
terdiri dari pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan 

fungsi berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.” 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi: 

 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya 
disingkat BPBD-KESBANGPOL. 

 

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 4 berbunyi: 

 

Pasal 4 
 

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD-KESBANGPOL) terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Program. 

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan: 

1. Subbidang Pencegahan; 

2. Subbidang Kesiapsiagaan; 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan: 

1. Subbidang Kedaruratan; 

2. Subbidang Logistik;  
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e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan: 

1. Subbidang Rehabilitasi 

2. Subbidang Rekonstruksi 

f. Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional, 
membawahkan:  

1. Subbidang Wawasan dan Kesatuan Bangsa; 

2. Subbidang Kewaspadaan dan Hubungan Antar Lembaga; 

 

g. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan: 

1. Subbidang Fasilitasi Organisasi Politik (Orpol); 

2. Subbidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 

dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 

h. UPTB; dan  

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai  bagian yang 

tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 5 berbunyi: 

 

Pasal 5 
 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan 

Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan 

bencana, kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan 

Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan 

bencana, kesatuan bangsa dan politik; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dibidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa 

dan politik; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan 

bencana, kesatuan bangsa dan politik; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi 

dari masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal ......7 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bungo. 

 

        Ditetapkan di Muara Bungo 

        pada tanggal 20 Februari  2014 

 

                 BUPATI BUNGO, 

 

             ttd 

 

               H. SUDIRMAN ZAINI 
 

 

Diundangkan di Muara Bungo 

pada tanggal 20 Februari 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

 

    ttd  

  H. RIDWAN IS 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 4 

 

 

 

 

 

 


